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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari p@njelasan - penjelasan yang terdapat pada bab — bab

sebelumnya, maka penulis mencoba sienarik beberapa kesimpulan sbb :

1.

Sarana Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 WP OP yaitu Surat Setoran

Pajak (SS5P), Euku Reg;.ster Panerimmaan SFT Masa PFPh Pasal 25, Buku

Tabelaris PPh Pasal 25, écian Surat Tagihan Pajak (STP) telah dilaksanakan
dengan benar dan sesuaéi dengan Undang — undang Perpajakan oleh KPP
Bekasi.

Pelaksanan Pengaw&saéi} Pembayaran PPh Pasal 25 WP OP telah
dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang - undang Perpajakan
oleh KPP Bekasi, dnnmla dari hasil peleksanaan pengawasan tersebut
menghasilkan produk iﬁhukmn berupa STP yang diharapkan dengan
diterbitkannya STP terséebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
didalam melaksanakan keé:wajibam perpajakauiya sehingga akan menmgkatkan

penerimaan pajak pada KPP Bekasi.

3. Proses administrasi pelémrima;m pembayaran masa PPh Pasal 25 dan

penyampaian SPT Tahunan PPh WP OF ielah dilaksanakan dengan benar dan

sesual dengan Undang — zmdang Perpajakan oleh KPP Bekasi.

-
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4. Kendala yang dihadapi KPP Bekasi vaitu kurangnva kesadaran WP GP untuk
memahami teniang penténgnya peranan pajak, proses editing dan perekaman
SPT masa maupun SPF taburan PPh OP tidak seluruhnya terpantau, dan
kurangnya tindak lanjut dan pengawasan atas pembayaran PPh Pasal 25 WP
OP. |

5. Upaya yang dilakukan KPP Bekasi dalam meningkatkan kepatuban WP OP
yaitu peningkatan pengawasan atas SPT masa manpun SPT tahunan,
melaksanakan pamcﬁkszém kepada wapb pajak yang tidak patuh, pemerbitan
STP, penerapan sanksi yang tegas serhadap WP OP yang melanggar ketentuan
perpajakan, dan pembaéim tugas atas penerimaan SPT masa maupun SPT
tahunan. | |

6. Pengawasan Pembayarmil PPh Pasal 25 WP OP belum efekiif sepenuhnya
dalam meningkatkan penerimaan pajak vada KPP Bekasi, bal tersebut dapat
dilihat dari Jurnlah reali;v,asi penerimaan pajak lebih kecil bila dibandingkan
dengan rencana peneriu;man vang telah dibuai yaitu vntuk tahun anggaran
2005 jumiah realisasi pe:nenmam ?ajak sebesar Rp 1.060.993.000.000,00 bila
dibandingkan dengan rex?cana pezzéaﬁmamz pajak yang telah dibuat sebesar Rp
1.302.516.000.000,00 éedan%an untuk  tahun 2006 jumlah realisasi
penerimaan paak sebesz};r Rp %355.8&”? 000.000,00 bila dibandingkan dengan
reficana penerinaaniya Zsebes:ar Rp 1.169.117.000.000,00 apabila dilihat dari
persentasenya pen@rimaaém pajak zﬁenga.ianﬁ penuruean sebesar 0,13 % (81,46
~ 81,33 ), dan Jumlah gkat L;épaﬁ:u}mn penyampaian SP1 masa dan SPT

tahunan PPh Pasal 23 W"P OP, untik SPT masa mengalami penurunan apabila



dilihat dari persezatasenyaﬁ unfuk takun 2005 scbesar 90,52 % sedangikan untuk
tahun 2006 scbesar 7§,50 % mengalami penurunan sebesar 11,12 %,
Sedangkan urntuk SPT tahunan mengalami  penurunan  dilibat  dari
persentasenya unfuk t-ahﬁn 2005 sebesar 145,00 % sedangkan tahun 2006
sebesar 133,93 % mengaiami perurunan sebesar 12,07 %. Hal i disebabkan
kurangnya pemahaman dﬁ:{l kesadaran wapb pajak dalam menyampaikan atau
melaporkan SPT nya.

7. Peningkatan jumiah waji§3 pajak. terdafiar cokup tinggi tetapi tidak dibarengi
dengan peningkatan jumﬁfah wajib pajak efektf yang hanya meninghkat sedikit
yaitu untuk wajib pajak éardafta;r tadum 2005 sebesar 38.636 orang, dan tahuu
2006 sebesar 43.354 ormi"lg. Sedangkan wajib pajak efektif untuk tahun 2003
sebesar 13.408 orang untélk tahun 2006 sebesar 14.308 crang.

8. Peranan STP PPh Pasal 25 WP OP mengalarai penurunan untuk tabun 2005
sebesar Rp 213.506,00Q,GD dan wahun 2000 Rp 143.557.000,00 dan bila
dibandingkan dengan pen:erima&n FPh Pasal 25 WP OP mengalami penurunan
untuk tabun 2005 sebesajr Rp 17.374.000.000,00 dan tabhun 2006 sebesar Rp

14.285.000.000,00.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yéng ada, penulis menyarankan |

1. Sebaiknya di dalam Pela?csanam Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 WP
OP yang menghasilkan ;émdu}; hukum berupa STP, jumiah peneibitan STP-

nya harus lebih ditingkatkan lagi dan akan lebih bagus lagi apabila



76

penerbitanmya mencapat IGO % dari wajit pajak, ager tingkat kepatuhan wajib
pajak makin meningkat sfehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Pencataton manual yang selama ini diterapken dalam hal STP sebaiknya
diganii cleh sistem komg;mterism sehingga lebih efesien, efektif, dan apabila
sewaktu - wakiu data - ciata nyz dibutibkan nmdah dicari dan tidak hilang.

3. Sebaiknya lebih dmngkatkﬁm lagl pengawasan terhadap proses admimstrasi
penerimaan pe:nbayaran, masa PPh Pasal 25 dan penyampaian SPT Tahunan
PPh WF OP melalui p%mses editing dan perekaman SPT masa atau SPT
tahunan PPh Pasal 25 W?P OP sehingga wajib pajak dapat selalu dipantau atau
diawasl.

4. Diperlukannya upaya pe;ningkamn ekstensifikasi WP dan intensifikasi pajak
dalam rangka memugk.at%an penerimaan PPh OP khususnya di KPP Bekasi.

5. Sebaiknya dilaimkan upzélya perbaikan votuk meningkatkan kualitas kerja dad
Sumber Daya Manusia, éan fakior penunjangnya harus lebth diperhatikan lagi

agar produkiifitas kerja yang maksimal dapat tercapai.
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IﬂiEARKE&ﬂﬁﬁéEIKﬁ@WEﬁN FEPUBLIE INDONESTA
DIREFTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDRREN DIR R JENDERAL PAJRK
NOMOR SE - 06/PJ.9/2001

TERTANG

PEIARSANARN ERSTENSIFIEASL WAJISE PAJAR DAN INTENSIFIKASI PAJAK
DINBRIOR JE Al BPAJAK,

Dalam rangka meningkatkan jumiah waﬁib psjak terdaftar - dan -

mengoptimalkan penerimaan pajak, dipendang perlu untuk menégaskan hal

- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi wajib paiak

dan intensifikasi Pajak Penghasilan {(pPh} Pasal 25, PPh Pasal 21, dan

Pajak Pertambahan Rilai i (PPH!.

Sehubungan dengan hal! tersebut, dengan ini  disampaikan sebagail

beriket '

1. Pengertian

Dalam Surat Edaran ini yang dimzksud dengan :

1.1 Fkstensifikas) Wajib 2afak adelah kegiatan vyang berkaitan
dengan penambahan jumlah Wajil Pajak terdaftar dan perluasan
objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJIP).

1.2 Tntensifikasi pajak adalzh kegiatan optimalisasi penggalian
penerimaar pajak terhadep obisk serta subjek pajak vang telah
tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil
pelaksanazn ekstensifikasi Wajib Pajak pada angka 1.1.

1.3 Pemeriksaszn adalzh Pemeriksaan Sederhana Lapangan (FSL) vyang
dilakukan wntuk tujuan lain delam rangka pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak (HPWE) dan azau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PK?), dan iatau antuk penentuan besarnya peredaran usaha
ataupun jumlah pajiak yeng harus dibavar dalam tahun berjalan.

2. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajibh Pajak dan

Intensifikasi pajak, melipub:z =

2.1 pemberian NPWP dan atan mengukehanr  sebagai  PEE, termasuk
pemberian NPWP secara jabstan terhadap Wajib Pajak PFh orang
pribadi yang bexstatus sebagal karyawen perusahaan, orang
pribadi vang bertempal tinggal di  wilayah atau lokasi
permukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya ({termasuk
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang
pribadi berada di Inderesia labilk dari 183 hari dalam Jangka
waktu 12 bulan); yeng menerima atau memperoleh penghasilan
melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak {PTEP) ;

2.2 Pemberian WPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagal
P%P, terhadap orang pribadi pengusaha teritentu yang mempunyai
lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau
pertokean atan perkantokan atzu mal ataus plaza atavn kawasan
industri atau sentra ekonomi lainnyea;

2.3 Pemberian HPWP dan atau pengukuhan sebagai PKRP terhadap Wajib
Pajak badan yang berdasazkan data yang dimiliki atau diperoleh
ternyata belum terdaftazr sebagal Wajib pajak dan atau PKP baik
di domisili atau lokasi;

2.4 Penentuan jumlah iangsuran ¥Fh Pasal 25 dan atau jumiah PPN yang
harus disetor dalam tahur berjalan, dimulai sejak bulan Januari
tahun yang bersangkutan;
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2.5 Penentuan jumiah PPN yang teratang atas transaksi penjualan
dalam tahux berjalan, khususnya untuk PKP Fedagang Eceran, yang
mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan ataun
pertokoan atau perkantoran ataun mal astaun plaza atau sentra
ekonomi lainnya. |

3. Unit organiszsi yang melaksanaksn <egiatan ekstensifikasi Wajib

Pajak dan intensifikasi pajsk ¢

3.1 Seksi Pengolahan Data dar Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan
Pajak (KPE) serta Kantor Penyuluhan Pajak vang berada diluar
kota kedudukan KRE;

3.2 palam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi
pajak dimaksudkan  untuk menghitung jumlah pajak yang terutang,

Kepala KPP dapat menunjuk petigas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan ‘

Pajak Tidak Langsung Laianya, serta seksi lainnya di KPP untuk
diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;

3.3 Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak
dan intensifikasi! pajek dalam tahan 2001, dilakukan oleh Tim
atau Satuan Tugas yang dikcordinir oleh Kepala KPP dengan
pengarahan dan pengawasan cleb Kepala Kantor Wilayah (¥akanwil)
DJE.

4. Petugas pelaksana yang melaksapakan kegiatan ekstensifikasi Wajib
Pajak dan -ntensifikasi pajak adalah Petugas yang memenuhi
¥uzlifikasi sebagai pelaksana keglatan ekstensifikasi Wajib Pajak
dan intensifikasi pajak, meliputi :

4.1 Petugas ysng ditunjuk oleh Hepala KPP

4,2 Petugas Kentox Penyuluhan Fajak vang ditunjuk oleh Kepala KPP;

4,3 Petugas lzin yang ditunjuk oleh Ezkanwil DJP.

5. Data yang digunakan untuk pelaksanaan ktegiatan ekstengifikasi
Wajib Pajak dan intensifikesi pajak meliputi data intern dan data
ektern, antara lain i '

5.1 Pelanggan listrikl untak rumah tirggal dengan daya 6.600 Watt

atau lebih; ;

5.2 Pelanggan telkom idengan penbayaran pulsa rata - rata perbulan
Rp 200.000,00 atau lebih;

5.3 Pemilik mekil dengan ailal Bp 200.000.000,00 atau lebih, atau
pemilik motor dengan nilal Rp 106.900.000,00 atau lebih:

5.4 Pemegang Paspor [Indonesis, kecual.i pemegang paspor Haji dan
pemegang Faspor Tenaga Kerja Incdonesia {tidak termasuk awak
pesawat terbang atau kapal laut):

5.5 Tenaga Kerja Asing {expatriatel vang bertempat tinggal atau
verada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan; :

5.6 Karyawan lockal | kedutaan hesar asing atau organisasi
intexnasional;

5.7 Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Hilai Jual Objek Pajak
(NJOP) Rp 1.000.p00.C0C,3C atau lebih berdasarkan data kartu
jalan ata1 peta blok atazu DHR atau data SEOP;

5.8 PData orangy pribadi atau kadan sslaku penjual atan pembeli tanah
dan atau bangunan dari’ laporan Pejabat Pembuat BAkta Tanah
{PPAT atats informasi. dari Notaris dengan nilai BRp
60.000.003,0C0 atu lebib;

5.9 Pemilik telepon selular pasca bayar;

5.10 Pemegang kartu kredit:

5.11 Pemegang polis atau preml asuransi;

5.12 Pemegang kartu keanggotaan Golf;

5,13 Artis;

5.14 Pemilik atau Penyewa rueng spartemen atau kondominium;

5.15 Pemilik kapal pesiar atsuo “vaght”, “speed boat”, dan pesawat
terbang; :

e
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5.16 Pemilik saham yang diperdagengkan di pasar bursa;

5.17 Pemilik rumzh sewa dan kost;

5,18 Pemegeng saham, komisarig, direkiur dan pensrima dividen;

5.19 vPemilik atan penyewa atau pengyana dan pengelola ruangan pada
sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau
perkantoran atau Emal atan plaza atau kawasan industri ataun
sentra ekoaomi laianya;

5.20 Subjek pajak yang bherdasarkan data pada lampiran Surat
Pemberitahpan (§PT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak,
tetapi belum mempunyal HFW2;

5.21 Data vang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL;

6. Pencarian data sebagaimana dimaksud pada angka S diatas, dilakuken

. pleh 't :

6.1 Untuk Jilayah Daezah Khusus Thukota Jakarta : :

6.1.1 Direktorat informasi Perpaiakan Hantor Pusat bJe, untuk data
pada angka 5.1 sampal dengan ancka 5.6;

6.1.2 KPP, urtuk dats pada angka 5.7 sampal dengan angka 5.2Z1 dan
data lainnya, dalam hal sumbeyr data bherada di wilayah KPP
tersebut. :

6.2 Untuk wilavah diluar Daerah Khusus Thukota Jakarta, Jika pada
kota keducukan Kanwil DJP terdapat lebih daxi satu KPP :

6.2.1 Kanwil DJP, untuk date pada arngka 5.1 sampai dengan angka

5.6: :

6.2.2 KPP, untuk data pads antgka 5.7 sampai dengan angka 5.2% dan
data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP
tersebut. 5

6.3 Untuk Wilayah diluar Dasrah ¥husus ibukota Jakarta, iika pada
kota kedudukan Kanwil DJP hanya rerdapat satu KPP, dilskukan
oleh KPP. :

6.4 gntuk Wilyah diluvar Dasrah Fhusus Ibukota Jakarta, diluar kota
xedudukan Kanwil DJP :

6.4.1 KPP, dalam hal: sumber cata herada di kota kedudukan KPP;

6.4.2 Kantor Penyuluhan Pajak, dzlam bal sumber data berda di luazx

kota kedudukan, KEP.

6.5 Khusus untuk data peta bleck dan DHR sebagaimana dimaksud pada
angka 5.7, KPPEB berkewajiban antuk menyempaikan ke KPP dalam
wilavah karija terkait. Dalam hal terdapat perubahan data DHR,
KPPBB berkewajiban menglirlimian perubshan data texsebut kepada
Kepala KP? terkair setisp akhir bulan;

7. Persiapan pelaksanaan keglatan

Agar pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Fajak dan intensifikasi pajak

harus direncanakan dengan sebaik - baiknya dengan ketentaan sebagail

berikut : : :

7. 1 KPP melakukan indentifikasi texhadap data yang dipesroleh pada
angka 6 diatas, ' dan mencocokkannya dengan data Haster File
Lokal (MFL) melalul program Sistem informasi Perpajakan (SIP);

7.2 KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai
NOWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (8P PKBP)
sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam
lampiran I Surat Edaran imi;

7.3 KPP mempersiapkan sarsna dan  prasazana administrasi vyang
diperlukan; §

7.4 KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang
terkait dalam pelaksanaar keglatan ekstensifikasi Wajib Pajak;

7.5 KPP membuat dan  mengirimkan pemberitahuen kepada Wajib Pajak
yang terdapat dalam daftar nominatif dimaksud pada angka 7.2
dengan menggunakan foxmulix sebagaimana dimaksud dalam lampiran
1.1 (untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman} dan Lampiran i1.2
luntuk Wajib Pajak di sertra perdagangan atau perbelanjaan atau
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pertokoan atan perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan
industri atau sentra ekoncmi lainnya) Surat Edaran ini.
pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulizr
surat jawaban Wajib Pajak (Lampirsa III dan Lampiran IV Surat
fdaran ini), formulir permyatazan Wajib Pajak mengenal besarnya
peredaran usaha {Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat
Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran
Wajib Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat
fdaran ini}; j

7.8 Kakanwil Day dapat menentukan prioritas pelzaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak dan intemsifikasi pajak;

7.7 Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai wyang tercantum
pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, dan 5.8 disesuaikan dengan
kondisi di wilayak masing - masing. -

8. pPelaksanaan Bkstensifikasi Wajib Pajak.

Sesual dengan tuijuan kégiatan skstensifikasi Wajib Pajak, prioritas

utama kegiaten ekstensifikasi Wajib patak ditujukan untuk menambah

jumlah Wajib Pajak dan atau PRZ.

8.1 Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada #Wajib Pajiak terdapat
beberapa hkemungkinan i

g.1.1 Wajib Pzjak menanggepi dan mersedia untuk mendaftarkan diri

dan diberikan NPWF dan atau dikukukkan sebagal PKF dengan
mengisi formulir pendaftazan wWajilb Pajak dan atav FRE;

8.1.2 Wajib Pajak = tidak menanggapi  Pemberitahuan,  walaupun
Pemberitahuan ktelah diterima;
8.1.3 Wajib Pajak mehanggapi Femberitahuan dengan menyatakan bahwa

yang kersangkutan tidak wajib memiliki KPWP dan atau belum
perlu dikukuhkan sebagai FPEE;

B.1.4 Wajib ?Pajak mehanggapi Femberitahuan dengan menyatakan bahwa
yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan ataw telah
dikukuakan sebagai PEP:

8.1.5 Wajib Pajak menanggapi FPemberitahuan dengan menyatakan bahwa
vang bersangkutan sudan mamililki NMPWP dan dikukuhkan sebagal
PKP di KPE lainnya: atau

g§.1.6 Wajidb Pajak ‘tidak mananggapi oleh karena Pemberitahuan
kembali dari Kantor Poz (Eampos).

8.2 Terhadap Wajib Pajak yang berusaba di sentra perdagangan atau
perbelanjaan atah pertokean ataun perkantoran atau mal atau
plaza atan kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya,
seluruhnya dilakukan PEL.

8.3 Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2
sepanjang memenuhi keadasn dimaksud pada angka 8.1.1 dilakukan
proses pemberian. NPWP dan atau pengukuhen sebagai PEP sesuail
ketentuan yang berlaku.

8.4 Terhadap Waiib Pajak selain yarg dimaksud dalam angka 8.2
sepanjang memenuhi keadean dimaksud pada angka 8.1.2 oleh seksi
POT dan data Wajib Pajak tersebut diternskan ke Seksi Tata
Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian HEWP dan atau
pengukuhan sebagai PKF sscara jabatan sesual dengan tata cara
yang sudah ditentukan;

8.5 Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2
sepanjang memenuhi keadaan dimaksad pada angka 8.1.3 dan angka
§.1.6 dilakukan PSL.

8.6 ‘Terhadap Waiib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2
sepanjang memenuki keadaan dimaksad pada angka 8.1.4 dan angka
#.1.5 dilakukan pencocokan dengan data MEL;

B.6.1 Dalam hal Wajib Pajak telah texdafter dengan nama dan alamat

demisili Wwaijilb Pajak sesual dengan MFL, dilakukan updating
dalam dafcar dimaksud pada angka 7.2 dengan mebubuhkan
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catatan bahwa @ajib peiak sudah texdaftar dan sekaligus
mencantunkar NPWP dalam kolom keterangan;

8.6.2 Dalam hal Wajib Pajak telak terdaftar namun nama dan

alamatnya bebeda dengan data MFL, dilakukan PSL;

8.6.3 Dalam hal Wajlb Pajek ternyata belum terdaftar, dilakukan

PSL.

9. Pelaksanaan intensifikasi pajak
Kegiatan intensifikasi pajek dan atauw pelaksanaan ekstensifikasi
Wajib Pajak yang dilakukan meialuil pemesriksaan harus memperhatikan
hal - hal sebagai berikut :

6.1 Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh
dan atan PPN  dalam tebun kexjalan, Legiatan pemerlksaan
dilanjutkar dengan peneroitan durat Tagihan Pajak (STP?) FPPh dan
atau Surat Ketetapan Petak Herang Bayar (SKPKB) PEFN, dengan
memperhatikan hal -+ hal sehagal berikut :

9.1.1 ipabila kewajiban perpatakan telah ada sejak awal tahun

dilakuksn pemeriksaan, STP 2Ph dan atau SKPKB FPFPMN yang
diterbitkan meliputi Dbulan janunari sampai dengan bulan
terakhiy sepelim dilakuken pemeriksaan dalam tahun yang
bersanghutan © (tidak fermasuk bulan dilakukannya
pemeriksaan) ;

9.1.2 Apabila kewaljiban perpajakan timbul setelah awal tahun

9.5

10.

10.1

10.2

dilakukannya pemerikssan. STF PPh dan atau SKPKE PPN yang
diterbitkan meliputi bulan sejak rimbulnya kewajiban
perpajakan sampai dergan bulan terakhir sebelum dilakukannya
pemeriksaan dalam tabun yang bersangkutan (tidak termasuk
bulan dilakckannya pemeriksaen);
Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun - tahun
sebelumnya (sepanjang beium melewahl batas daluwarsa penetapan
pajak), agar dibuatkan vsnlan pemeriksaan khusus,
Terhadap Waiib Pajak onany pribadi pengusaha tertentu, supaya
diberikan senjelasan mengenal kewajiban menghitung dan membayaxr
angsuran BPh Pasal 25 ssbesax 1% cari peredaran uszsha disetiap
lokasi wusaha-nya. Dalam paelaksanaan Surat Bdaran ini,
pembayaran gerai/outlet. Dalam  hal Wajib Pajlak  dapat
membuktikan kemudian babwa gerai/ovtlet tersebut mexupakan satu
- satunya tempat’ usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1%
tersebut dapat diperhizurgksn dalam S¥T Tahunan uwatuk tahun
yang bersangkotan.,
Dalam hal Waiik Pajak oxang pribadi pengusaha tertentu Jjuga
memenuhi oersyaratan untak dikekahian sebagal PKP Pedagang
Eceran, supaya - diberiksn penjzlasan mengenai  kewajiban
menghitung dan méwbayar PPN mase sebesar 2% dari peredaran
usazha untuk setiap masa pajak.
Tata cara penentuan blkesarnya peredaran nsaha dalam rangka
menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam
tahun berjalan dilakukan berdasarkzsn ketentuan vang bexrlaku.
Pelaksanaan ekstensifikaai. Wajib Pajak dan intensifikasi pajak
dilakukan dengan memperhatikan hel - hal sekagai berikut
Terhadap Wajib Pajak yang mnerusaha di sentra perdagangan atau
perbelanjzan atac pertokoan etau perkantoran atav mal atau
plaza aten kawasan diadustri atau sentra ekonomi lainnya,
seluruhnye dilakukan FSL sebagaimana dimaksud pada angka 8.2;
Kegiatan sebagaimana dimeksud pada angka 10.1 akan merupakan
kegiatan pendataan vlang tsrhadsp wajib pajak (updating data)
yang dilaxukar setiap tiga tahun sekali atau ditentukan lain
oleh Eakanwil DJP, sescai  dengsn  kondisi wilayah atau
perkembangan skonomi.
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1l. Pengawasan ﬁ

Dalam rangka pengawasan keglatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan

intensifikasi pajak agar Dberjalan sesusi dengan ketentuan yang

berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan
tersebut, dengan ketentuan sekegai berikut :

11.1 Setiap tim pelaksana kaylatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan
intensifikasi pajak, secaras berkala membuat laporan hasil
pelaksaan xegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi
pajak untuk dikempilasi clsk Hepala Seksi PbI, dengan bentuk
sebagaimanat@zlampﬁx pads lampiran VII Surst Edaran ini.

11.2 Kepala EKantor Penyulahan ?2ajak bertanggung Jjawak  atas

pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Waiib Bajak dan

iftensifikasi pa3ak di wilayahnya, dan secara periodik
melaporkan hasil! kegiatan skstentifikasi Wajib 'Pajak dan
intensifikasi pajak tersebut kerpada Hepala KPP atasannya,
dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada

Lampiran VIII Surat Edaran inl.

11.3 Kepala KPP bhertangguny Jawab artuk mengawasai pelaksanaan
kegiatan ekstensifikasi Wajlb Pajas dan intensifikasi pajak di
wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan
ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut
kepada Kakanwil (DJP eatavannya. dengan menggunakan bentuk
laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Surat FEdaran

ini. :

11.4 Kakanwil DJP bertanggung lawab aontuk mengazahkan dan mengawasal
pelaksanaan kegiatan ekastensifikasi Wajib Fajak dan
intensifikasi pajak i wilavehnya, dan secaza periodik

melaporkan hasil: kegiatan ekstensifikasd Wajik Pajak dan
intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cd.
Direktorat Informasi Parpaijakan, dengan menggunakan bentuk
laporan sebagaimana teriampir pada Lampiran ¥ Surat FEdayan ini.
12. Terhitung sejak tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan
dengan pelaksanaan ekstersifikasi Wajib Pajak yang diterbitkan
gebelumnya dan bertentangan dengan Surat Edaran ini, dinvatakan
tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dangan sebaik - baiknva.
DIRERTUR JENDER2ZL,
Ttd,

HADI POERNCMO

Sumber : hitp://wew. pajak.go.id/peranran/vier_dectdoctd=1867 searchterneione



